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TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI TAHUN
2024 PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa telah diusulkan sebanyak 259 (dua ratus
lima puluh sembilan) satuan kerja di bawah
Mahkamah Agung sebagai satuan kerja menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

bahwa terhadap 259 (dua ratus lima puluh
sembilan) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung
tersebut telah dilakukan rangkaian evaluasi
terhadap proses dan hasil pembangunan zona
integritas menuju WBK secara mandiri;

bahwa terhadap seluruh tahapan hasil evaluasi atas
pembangunan zona integritas menuju WBK secara
mandiri juga telah melalui supervisi oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam rapat panel final dan
cleararice;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang



Mengingat
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Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2024
pada 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Satuan

Kerja;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden



Menetapkan
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Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi
Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan
(Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun
2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem
Peradilan Pidana (Criminal Justice System);

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun
2024 tentang Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kérja
menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei
Mandiri Zona Integritas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA  INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
SECARA MANDIRI TAHUN 2024 PADA 259 (DUA RATUS
LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA.
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KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (Dua Ratus Lima
Puluh Sembilan) Satuan Kerja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
_'Pﬁﬂa tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua Mahkamah Agung RI;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RT;

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

GI Betal b



